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Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Tl Kendari 
[Lembaran Negara 1-<epublik Indonesia Tabun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republfk 
Indonesia Nomor 3602). 

3. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipll Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia 5954); 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5:587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua aras Undang-Undang Nomor 23 
Tah un 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 
5679), 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketenruan Pasal 2 Peraturan 
Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerab Kota Kendari Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunao Perangkat 
Daerah Kota Kendari, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Badan Kcuangan dan Asel Kota Kendari; 

TENT ANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KOTA KENDARI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KENDARI, 

w4IKOTA KENDARI 
PROVI,SISULAWESITENGGARA 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NCl>MOR s TAHON 2020 
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Dalam Peraiuran Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
l . Kota adalah Kora Kendari. 
2. Pemcrintah Daerab adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerab yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Kata Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari, 
4. Sekretaris Daerah ada.lah Sekreraris Daerah Kota Kendari, 
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya adalah Sadan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Kendari. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 
KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA 
KENDARI 

MEMUTUSKAN : 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nornor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 tahun 2016 tentang f'erangkat Daerab 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Serita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nornor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentcri 
Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 
80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 
Nomor 1571; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tabun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerab 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang 
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tabun 2017 Nomor 197); 

8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 10 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nornor 5 
Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan 
Perangkal Daerah Kuta Kendari (Lembaran Daerah 
Kata Kendari Tahun 2016 Norn.or 10). 

.- ' 



Perangkar Daerah Kota Kendari yang rnelaksanakan fungsi penunjang urusan 
pemerintaban bidang keuangan dlwadabi cl.al.am bentuk Badan. 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

Pasal 2 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Kendari. 

7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah 
unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanaka:n kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

8. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Badan 
Keuangan clan Aset Daerah Kota Kendari. 

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutrtya disingkat 
SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

10. Rencana Kcrja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 
pendapatan dan belanja SKPU atau dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, belanja, dan rembiayaan SK.PD yang melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan 
rancangan APBD. 

11. Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjurnya dtstngkar OPA SKPO adalab dokumen yang rnemuat 
pendapat.an dan belanja SKPD atau dokurnen yang memuat pendapaian, 
belanja, dan Pembiayaan SI\.PD yang melaksanakan fungsi bendahara 
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleb 
Pengguna Anggaran. 

12. Dokurnen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang 
memuat pendapaian, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan 
rungsi bendabara umum daerah yang digunakan sebagai dasar 
pelakaanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokurnen 
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat 
pcrmintaan pembayaran alas pelaksanaan APBD. 

14. Surat Perintah Membayar yang selanjut.nya disingkat SPM adalab 
dokurnen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan 
dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD. 

15. Rencana Keburuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

lfi. Rencana Kebutuhan Pemelibaraan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RKPBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan 
perneliharaan barang milik daerah untuk periode 1 (satu] tahun, 

I ~ 



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan 
Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan Iungsi : 
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pcngelolaan 

keuangan dan aset daerah; 
b. penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBO; 
c. penyusunan Kebijakan dan pedoman pclaksanaan APBD; 
d. penatausahaan keuangan daerah; 
c. pengendalian pelak:sanaan APBD; 

Pasal 7 

Badan Keuangan dan Aset Daerah rnempunyai tugas membantu Walikota 
melaksanakan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 
tugas pembantuan di bidang keuangan. 

Pasal 6 

(1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana uru san 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

(2) Badan Kcuangan dan Aset Daerah dipirnpin oleh Kepala Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah, 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Otganisai.i 

Pasal 5 

BABlll 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS1 

(1) Tipe Perangkat Daerah diklasifikasikan atas tipe B. 
(2) Penentuan Lipe Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan 
urusan pernerinrahan bidang keuangan. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Paaal 4 

Nomenklatur Perangkar Daerah Kora Kendari sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 2 adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Pasal 3 

.. 

.. 



(1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terd.iri dari: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Anggaran; 

Pasal 9 

Bagian Kedua 
Su.sunan Organisasi 

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan 
Keuangan dan Aset Daerah Kora Kenrlari memiliki kewenangan sebagai 
berikut : 
a. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD serta 

kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 
b. penyusunan laporan keuangan daerah dalarn rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 
c. penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta rnelakukan 

pengendalian pelaksanaan. APBD; 
d. pengesahau DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan menetapkan SPD; 
e. pernberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 
f. penyiapan pelaksanaan pinjaman dao pemberian _pinjaman atas nama 

pernerintah daerah; 
g. pelaksanaan sistem akuntansi, pelaporan dan informasi keuangan daerah 

berbasis akrual; 
b. penyusunan rencana kebutuhan, perneliharaanj'perawatan BMD kepada 

Pcngc1ola Barang; 
i. pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul 

pemanfaatan dan pemindabtanganan BMD yang memerlukan persetujuan 
Walils;ot.a; 

j. pemberian pertimbanga.n kepada pengelola barang untuk mengatur 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan 
BMD; 

k. pemberian pertimhangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan 
pemindaht.angan.an BMD yang telah disetujui oleb Walikota; dan 

L pencatatan, pengamanan, dan perneliharaan BMD berupa tanah/bangunan 
dan/atau selain tanah/bangunan yang telah diserahkan dari pengguna 
barang. 

Pasal 8 

f. penyusunan Kepurusan Walikot.a tenta.ng penetapan Bendahara 
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, 
Bendahara Penerirnaan Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, Pengw:us 
Barang Pembantu da.n Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas usu! 
SKPD; 

g. penyimpanan Uang Daerah selaku Bendahara Umurn Daerah; 
h. penyusunan 1aporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas 

dan Iungsi badan. 



(1) Sekretariat mempunyai tugas rnelaksanakan urusan administrasi umum, 
rnenyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencana, pengelolaan 
keuangan, perfengkapan, rurnah tangga, perneliharaan kantor, 
penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(3) Dalam rnelaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran berbasis 

akrual; 
b. penyelenggaraan urusan disiplin d.an kesejahteraan pegawai; 
c. penyelenggaraan urusan umum meliputi kerurnahtanggaan, 

kctatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan; 
d. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan tuntutan perbenriaharaan 

dan tun tit tan gan ti rugi keuangan dan barang milik daerah; 
c. penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah; 
f. penyusunan standar pelayanan minimal clan standar operasional 

prosedur; 
g. penyusunan laporan keuangan berbasis akrual; 
h. perawatan barang inventaris clan perlengkapan; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait 

dengan rugas dan fungsinya, 

Pasal 11 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

(1) Kepala Sadan mernpunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, 
mcngawasi dan membina bawahan dalam melaksanakan pengelolaan 
keuangan dan aset daerah berbasis akrual. 

(2) Kepala Badan menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dirnaksud pada 
Pasal 7. 

Bagian Kesatu 
Kepala Badan 

Pasal 10 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

d. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi; 
e. Bidang Aset; 
f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tercantum pada lampi.ran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Walikota ini. 

.. 



(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas 
rnelaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan. rumah tangga, 
perneliharaan perlengkapan dan melaksanakan urusan pengelolaan 
kepegawaian dan ketatalaksanaan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan surat menyurat, tara naskah dinas, penggandaan dan 

kearsipan; 
b. penyelenggaraan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai; 
c. pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan; 
d. pelaksanaa.n peningkatan kinerja, disipli.n dan perjanjian kinerja 

pegawai; 
e. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan keamanan kantor 
f. penyusunan Standar Operasional Prosedur Badan; 
g. pelaksanaan ketatalaksanaan BMD pengguna barang; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik Jisan maupun 

tertulis terkait dengan lugas clan fungsinya. 

Pasal 14 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan perencanaan program anggaran, pengelolaan kcuangan, serta 
penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan. 

(2) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bagian Perencanaan dan Pclaporan mcnyclenggarakan fungsi : 
a. pengumpulan bahan dan pengelolaan data kegiatan perencanaan, 

program dan anggaran berbasis akrual; 
b. pclaksanaan penyusunan anggaran kegiatan serta melaksanakan 

administrasi keuangan dan gaji; 
c. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan akuntansi berbasis akrual; 
d. pelaporan keuangan menggunakan sistem informasi manajemen 

daerah berbasis akrual; 
e. pelaksanaan penyusunan LAKIP; 
f. pelaksanaan urusan rutin perbendaharaan, gaji pegawai dan 

pernbuatan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
g, penyelenggaraan penatausahaan belanja pejabat pengelola keuangan 

daerah; 
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan: dan 
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik Iisan maupun 

tertulis terkait dengan rugas dan fungsinya. 

Pasal 13 

(1) Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayal (1), masing-masing dipirnpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawab dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 .:: 

.: 



{l) Sub Bidang Anggaran I ruempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
bidang anggaran. 

(2) Dalam tnelaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bidang Anggaran I menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada d.inas 

daerah, 
b. penyusunan rancangan pendapatan dan beianja daerah pada dinas 

daerah; 
c. pelaksanaan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD pada 

din.as daerah; 
d. peny.iapan bahan pengesahan DPA/ DPPA-SKPD pad a dinas daerah; 
e. pelaksanaan penyusunan standar harga satuan pokok kegiatan tahun 

anggaran berkenaan; 

Pasal 17 

(1) Bidang Anggaran terd.iriatas: 
a. Sub Bidang Anggaran T; 
b. Sub Bidang Anggaran TT; 
c. Sub Bidang Anggaran ill; 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. 

Pasal 16 

(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas mclaksanakan koordinasi, monitoring, 
verifikasi, evaluasi dan mengendalikan program teknis penyusunan usulan 
anggaran satuan kerja perangkat daerab berbasis akrual. 

(2) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(3) Dal am melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada ayat ( 1 ), Bi dang 
Anggaran menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan, pedornan dan bimbingan teknis APBD berbasis 

akrual; 
b. perumusan pedoman perryusunan dan pelaksanaan APBD serta 

petunjuk teknis dibidang anggaran: 
c. perryusunan anggaran kas: 
d. penyusunan analisis standar belanja; 
e. penyusunan Rancangan APBD, Rencana Perubaban APBD dan 

anggaran pembiayaan daerah berbasis akrual; 
f. pelaksanaan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA /DPPA-SKPD; 
g. pengesahan DPA/DPPA-SKPD perangkat daerah kota kendari; dan 
h. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

Bagian Ketiga 
Bidang Anggaran 



(l) Sub Bidang Anggaran Lil mempunyai tugas melaksanakan sebagiao tugas 
bidang anggaran. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bidang Anggaran [ll menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; 
b. penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; 
c. pelaksanaan verifi.kasi RKA/RKPA-SKPD dan Dl-'A /01-'PA-SKPD pada 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; 
d. penyiapan bahan pengesahan DPA/ DPPA-SKPD pada Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; 
e. penyiapan bahan penyusunan standar harga satuan pokok kegiatan 

tahun anggaran berkenaan: 
I, penyusunan laporan program kegiatan operasional anggaran 1lJ secara 

berkala; clan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun 

tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 19 

(I} Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
bidang anggaran. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagai.mana climaksud pada ayat. (1), Sub 
Bidang Anggaran II rnenyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan pedornan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan: 
b. penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada Inspektorat, 

Badan clan Satuan Polisi Pamong Praja; 
c. pelaksanaan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah 

pada Inspektorat, Badan dan Satuan Polis! Pamong Praja; 
d. pelaksanakan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD pada 

lnspektorat, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja: 
e. penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada Inspektorat, 

Badan dan Saruan Polisi Pamong Praja; 
f. penyiapan bahan penyusunan anggaran pembiayaan daerah; 
g. penyusunan laporan program kegiatan operasional anggaran 11 secara 

berkala; dan 
h. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun 

tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 18 

f. penyusunan dan penyampaian Japoran program kegiatan operasional 
anggaran I secara berkala; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik Iisan maupun 
tertulis terkait dengan tugas dan Iungsinya. 



(1) Sub Bidang Penatausahaan Bclanja mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas bidang penatausahaan dan akuntansi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bidang Pcnatausahaan Belanja menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan register penerimaan d.okurnen atas SPM helanja ST<PO; 
b. pelaksanaan pengendalian atas anggaran dan meneliti dokumen SPM; 
c. penelitian kesesuaian pembebanan belanja dalam APBD; 
d. penelitian kelengkapan dokumen dan penerbiran surat keterangan 

pemberhentian pembayaran gaji; 

(1) Bidang Penatausahaan dan Akuntansi terdiri alas : 
a. Sub Bidang Penatausahaan Belanja; 
b. Sub Bidang Kasda dan Perbendaharaan; dan 
c. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-maeing 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penatausahaan dan Akuntansi. 

Pasal 22 

Pasal 21 

(1) Bidang Penatausahaan dan Akuntansi mempunyai tugas rnelaksanakan 
koordinasi, monitoring, verifikasi, evaluasi dan mengendalikan program 
teknis penatausahaan dan akuntansi berbaeis akrual. 

(2) Bidang Penatausahaan dan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Penatausahaan dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi : 
a. perurnusan kebijakan tekhnis dfbidang penerimaan, pengeluaran kas 

dan prosedur penatausahaan keuangan daerah: 
b. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan 

pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas; 
c. pelaksanaan dan pengendalian penerirnaan penyimpanan dan 

pembayaran atas beban rekenin.g kas umurn daerah; 
d. pengelolaan utang dan piutang daerah; 
e. penyusunan kebijakan akunransi dan pedoman teknis penatausahaan; 
f. pelaksanaan penyusunan Iaporan keuangan pemerintah daerah dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
g. pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggung jawaban 

dan laporan keuangan daerah; dan 
h. pelaksanaan fu.ngsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 

t.ugas dan fungsinya oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait 
dengan tugas dan fungsinya, 

Pasal 20 

Bagian Keempat 
Bidang Penatausahaan dan Ak1U1tansi 



(l) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas biclang penatausahaan clan akuntanai. 

(2) Dalam melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), Sub 
Bidang Akuntansi dan Pelaporan rnenyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaporan keuangan 

daerah; 
b. pelaksanaan evaluasi Japoran pertanggungjawaban fungsional pada 

dinas daerah; 
c. pelaksanaan rekonstllasi laporan pertanggungjawaban Iungsional pacla 

dinas daerah: 
d. penyiapan dan menyusun laporan pertanggungjawaban APBD pada 

dinas daerah; 

Pasal 24 

(l) Suh Bidang Kasda dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas bidang penatausahaan clan akuntansi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Su!J 
Bidang Kasda dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi : 
a. penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah clan 

penatausabaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas 
urnurn daerah; 

b. penyiapan SPD untuk pengendalian pclaksanaan anggaran kas; 
c. pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D; 
cl. pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan S.1-'2D clengan 

SKPD clan instansi terkait dalarn rangka pengendalian kas; 
e. penyusunan clan pembuatan Japoran realisasi pengeluaran kas 

berdasarkan SP2lJ; 
f. pelaksanaan pengadministrasian pemungutan dan pernotongan 

pungutan pihak ketiga: 
g. pelaksanaan pembukuan dan pengadrninistraeian penerimaan clan 

pengeluaran daerah yang berupa kas clan yang setara kas dalam bentuk 
buku kas; 

h. memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban 
penclapatan/penerimaan kas; 

i. penyusunan dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas; 
J. pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait 

dalam rangka penyusunan posisi kas; 
k. pelaksanaan anahsia pernberdayaan dan penempatan uang daerah 

melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah; 
I. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
rn. penyusunan dan menyedia.kan laporan aliran kas secara periodik; dan 
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun 

tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 23 

e. pengoordinasian dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan 
pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD; clan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun 
tertulis terkait clengan tugas dan fungsinya. 



(1) Bidang Aset terdiri atas : 
a. Sub Bidang Perencanaan Aset; 
b. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset; 
c. Sub Bidang Tata Kelola Aset; 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rnaeing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawab dan 
benanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset. 

Pasal 26 

(1) Bidang Aset mernpunyai tugas melaksanakan koordinasi, monitoring, 
verifikasi, evaluasi dan mengendalikan program teknis pengelolaan aset 
berbasis akrual, 

(2) Bidang Aset dipirnpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawab 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Aset menyelenggarakan fungsi : 
ii.. penyiapan bahan perumusan kebijakan tekn.is, pedoman dan 

bimbingan tek:nis di bidang pengelolaan aset daerah berbasis akrual; 
b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi pengelolaan aset, daerah; 
c. penyiapan penyusunan dan penganalisaan rencana kebutuhan barang 

milik daerah dan rencana kebutuhan perneliharaan barang milik 
daerah; 

d, penyusunan standarisasi sarana dan prasarana Pemerintah Daerah; 
e. penyusunan clan penyampaian laporan barang milik daerah; 
f. pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah dan 

barang lainnya dari perolehan yang sah; 
g. penyusunan penggunaan dan pemanfaalan barang milik daerah; 
h. penyusunan pelaksanaan penghapusan dan pernindahtanganan barang 

milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota dan/atau DPRD sesuai 
mekanisme dan ketentuan yang berlaku; 

i. pelaksan.aan penatausahaan, inventarisasi dan penilaian barang daerah 
serta barang tainya dari perolehan yang sah; 

J. pelaksanaan pengamanan dan pemellharaan barang millk daerah dan 
barang lainnya dari perolehan yang sah; clan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang cliberikan oleb kepala dinas terkait 
dengan tugas dan fungsirrya oleb atasan baik lisan rnaupun tertulis 
terkait dengan rugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Bldang Aset 

Pasal 25 

e. pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan pada SK.PD daerah; 
f. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan; 
g. pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah; 
h. penyiapan bahan pemberian petingatan/teguran atas keterlambatan 

penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional; dan 
i pelaksanaan fungsi lain yang cliberikan oleh atasan baik lisan maupun 

tertulis terkait dengan rugas dan fungsinya. 



(1) Sub Bidang Tata Kclola Aset mempunyai rugas melaksanakan sebagian 
tugas bidang aset, 

(2) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bidang Tata Kelola Aset rnenyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan pengamanan barang milik daerah; 
b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah; 
c. penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah; 
d. perawatan dan pemeliharaan barang inventaris; 
e. pelaksanaan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah: 
f. penyusunan dan penyampaian laporan program kegiatan operasional 

pemanfaatan dan pengamanan aset secara berkala; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun 

tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 29 

(1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas bidang aset. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bidang Penatausahaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan penatausahaan ha rang rrrilik daerah: 
b. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah; 
c. pelaksanaan dan memproses penghapusan barang milik daerah: 
d. pelaksanaan inventarisasi dan penyiapan bahan penilaian barang milik 

daerah; 
e. pelaksanaan penghapusan barang milik daerah; 
f. penyusunan dan penyampaian laporan program kegiatan operas.ional 

penatausahaan dan pelaporan secara berkala; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan rnaupun 

tertulis terkai.t dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 28 

(1) Sub Bidang Perencanaan Aset mernpunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas bidang aset. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bidang Perencanaan aset menyelenggarakan Jungsi ; 
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuban barang milik daerah 

(dan rencana kebutuhan pemcliharaan barang rnilik daerah; 
b. penyiapan bahan penyusunan daftar keburuhan barang milik daerah 

dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; 
c. penyiapan bahan pe,nyusunan standarisasi sarana clan prasarana 

Pemerinlah Daerah; dan 
d. pelaksanaan Iungsi lain yang diberi.kan oleh atasan balk Iisan maupun 

tcrtulis terkait dengan tugas dan fungsinya, 

Pasal 27 

: 



(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sadan. Sekretaris, Kepala Bidang, 
Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang menerapkan prmsip koordinasi, 
integrasi clan sinkronisasi baik internal rnaupun antar unit organisasi 
lainnya sesuai dengan tugas pokok rnasing-masing. 

(2) Dalam rnelaksanakan rugas pimpinan unit organisasi dan kelompok 
tenaga fungsional wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi clan 
sinkronisasi baik dalam Iingkungan masing-rnasing maupun antar satuan 
organisasi di Iingkup Badan serta dengan instansi lain di luar Badan 
sesuai dengan tugas masing-rnasing. 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 33 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalarn jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang 
keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
kepala badan. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan bcrdasarkan kebutuban dan beban kerja, 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagarmana dimaksud pada ayar (1) diatur 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 32 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas teknis badan sesuai bidang keahliannya. 

(I) Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan unsur pelaksanaan teknis badan 
secara operasional di lapangan, 

(2) Kepala Unit Pelaksana Tek:nis Sadan berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan. 

(3) Unit pelaksanaan Teknis Badan dilengkapi dengan Tata Usaha dan 
Jabatan Fungsional yang berada di hawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan. 

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan sueunan organisasi serta tugas 
dan tungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 
Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Wakil Pemerintah Pusat, 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fun~ional 

Pasal 31 

Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Badan 

Pasal 30 

: 



(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pernberhentian dalam jabatan struktural 
di ingkungan Sadan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul 
Sekretarrs Daerah. 

(3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kcndari merupakan 
jabatan eselon Il.b atau Jabatan Pirnpinan Tinggi Pratarna. 

(4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang 
diangkat dan dibcrhentikan oleh WaJikota atas usu! Kepala Badan melalui 
Sekretaris Daerah, 

(5) Sekretaris Sadan merupakan jabatan eselon 111.a dan Kepala Bidang 
jabatan eselon III.b dan atau rnasing-masing pemangku Jabatan 
Administrator. 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a 
atau Jabatan Pengawas. 

(7) Formasi clan persyaratan jabatan pada Badan Keuangan dan Aset 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota, sesuai pedoman yang ditetapkan 
oleh Pernerintah. 

Pasal 42 

BAB VI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONlSASI 

DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna clan basil guna masing-masing pejabat 
dalam Jingkungan Badan dapar mendelegasikan kewenangan-kewenangan 
tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 36 

(1) Dalarn hal Kepala Bad.an berhalangan atau tugas dinas 1uar daerah, 
Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku, 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan scbagai pelaksana, Kepala Badan dapat 
menunjuk Kepala Bidang yang rnembidangi tugas instansl tersebur untuk 
mewakili Kepala Sadan. 

Pasal 35 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal 34 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkup Badan wajib melaksanakan 
pengawasan melekat. 

• 
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pada tanggal, 1?. • 1 - 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan pcncmpatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Pasa) 44 

Pada saat Perat.uran Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kendari 
Nomor 62 Tahun 2016 tentang Keduduka:n, Sususnan Organisaei, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah Kota 
Kendari (Berit a Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 62) d icabut dan 
clinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 43 

BABVUI 
KETENTUANPENUTUP 

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku. bagi pejabat yang saat ini 
sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan rugasnya sampai dengan 
penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Badan. 

Pasal 42 

BAB VII 
KETENTU~N PERALIHAN 

• 
• 
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